
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 
NOMOR 71 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 133 TAHUN 2023 TENTANG 

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI 
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang  : a.  bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan 
kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan 
Walikota Surabaya Nomor 133 Tahun 2023 tentang 
Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada 
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 
Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 34 Tahun 2024; 

b. bahwa untuk mengakomodir pengaturan terkait pemberian
tambahan penghasilan pada Perangkat Daerah/Unit
Kerja/Unit Organisasi yang baru terbentuk, pengaturan
Pejabat fungsional yang mendapatkan tugas tambahan
sebagai pelaksana tugas serta terkait pemberian
honorarium tenaga pendidik, maka Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 133 Tahun 2023 tentang Kriteria
Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota
Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 34 Tahun 2024 sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 133 Tahun 2023
tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan
kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kota Surabaya.

SALINAN 

WALI KOTA SURABAYA 
PROVINSI JAWA TIMUR



2 
 

  
 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan 
Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja 
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang_Undang 
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, 
Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa 
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

 
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Tahun  2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Tahun  2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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7. Peraturan Pemerintah  Nomor  11 Tahun  2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6477); 
 

8. Peraturan Pemerintah  Nomor  12 Tahun  2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun  2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

 
9. Peraturan Pemerintah  Nomor  12 Tahun  2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

 
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja 
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Pedoman  Analisis  Beban  Kerja  di Lingkungan 
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 
 

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Analisis Jabatan; 
 

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Evaluasi Jabatan; 
 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi  Nomor  63 Tahun  2011  tentang 
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai 
Negeri; 
 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah  (Berita 
Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan  
Produk  Hukum  Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 
157); 
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16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi  Nomor  41 Tahun  2018  tentang 
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil 
di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 
 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana  dan Prasarana 
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139); 
 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Tahun 2019 Nomor 1447); 
 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 
2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam 
Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 
 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77); 
 

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi  Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Pedoman  Analisis  Jabatan dan Analisis Beban Kerja 
(Berita Negara  Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 36); 
 

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 
2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada 
Instansi Pemerintah Dan Di Luar Instansi Pemerintah; 
 

23. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia 
Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan 
Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah 
Dan Di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1049); 
 

24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 
Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 
2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 
Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 
Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 3); 
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25. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2006 

tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi di Lingkungan 
Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2006 Nomor 11/E); 
 

26. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 133 Tahun 2023 
tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan 
kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 34 Tahun 
2024 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 
35). 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 133 TAHUN 2023 
TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 
KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA SURABAYA. 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya 
Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kriteria Pemberian Tambahan 
Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 34 Tahun 2024, diubah 
sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 
berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 4 

 
(1) Dengan diberikannya Tambahan Penghasilan Pegawai 

berdasarkan Prestasi Kerja maka pemberian honorarium 
kepada Pegawai ASND dibatasi. 

 
(2) Honorarium yang masih dapat diberikan kepada Pegawai 

ASND terbatas pada: 
 

a. satuan tugas/panitia pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum; 

 
 

b. ASND yang duduk dalam keanggotaan Tim 
Pertimbangan dan Penilaian Kinerja ASN dalam 
rangka Pengangkatan Jabatan Administrator, Tim 
Pertimbangan dan Penilaian Kinerja ASN dalam 
rangka Pengangkatan Jabatan Pengawas, dan Tim 
Pertimbangan dan Penilaian Kinerja ASN dalam 
rangka Pemindahan dan Pemberhentian Dalam 
Jabatan; atau 
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c. ASND tenaga kesehatan yang bertugas sebagai tenaga 
pendidik pada RSUD milik Pemerintah Daerah. 

 

2. Diantara ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 ditambahkan 1 
(satu) pasal baru yaitu Pasal 21A yang berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 21A 

 

(1) Terhadap pemberian tambahan penghasilan bagi ASND 
yang bertugas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja/Unit 
Organisasi yang baru terbentuk, dianggarkan pada 
Perangkat Daerah yang lama dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
 

a. Untuk jabatan manajerial, diberikan tambahan 
penghasilan sesuai dengan jabatan dan kelas pada 
Perangkat Daerah/Unit Kerja/Unit Organisasi yang 
baru terbentuk; 
 

b. Untuk jabatan non manajerial, diberikan tambahan 
penghasilan sesuai dengan jabatan dan kelas pada 
Perangkat Daerah yang lama. 

 
(2) Khusus untuk unit organisasi baru yang merupakan Unit 

Organisasi Bersifat Khusus, pemberian tambahan 
penghasilan bagi ASND yang menduduki jabatan 
manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dianggarkan pada Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Kesehatan. 
 

3. Ketentuan ayat (5) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 
berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 22 

 
(1) Terhadap PNSD yang mendapatkan tugas tambahan 

sebagai pelaksana tugas (Plt) yang menjabat dalam 
jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender 
maka PNSD yang bersangkutan diberikan Tambahan 
Penghasilan Pegawai tambahan. 

 
(2) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang 

merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt) menerima 
Tambahan Penghasilan Pegawai tambahan, ditambah 
20% (dua puluh persen) dari Tambahan Penghasilan 
Pegawai dalam jabatan sebagai Plt pada jabatan yang 
dirangkap. 

 
(3) Pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas (Plt) 

menerima Tambahan Penghasilan Pegawai yang lebih 
tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tambahan 
Penghasilan Pegawai yang lebih rendah pada jabatan 
definitif atau jabatan yang dirangkapnya. 
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(4) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang 
berhalangan tetap dan merangkap sebagai pelaksana 
tugas (Plt) hanya menerima Tambahan Penghasilan 
Pegawai pada jabatan Tambahan Penghasilan Pegawai 
yang tertinggi. 

 
(5) Pejabat pelaksana dan Pejabat fungsional yang 

mendapatkan tugas tambahan sebagai pelaksana tugas 
(Plt) menerima Tambahan Penghasilan Pegawai pada 
jabatan Tambahan Penghasilan Pegawai yang tertinggi. 
 

4. Diantara ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 ditambahkan 1 
(satu) bab baru dan 1(satu) pasal baru yaitu Bab IVA dan 
Pasal 25A yang berbunyi sebagai berikut: 

 
BAB IVA 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
 

Pasal 25A 
 

Semua tindakan dan/atau keputusan yang telah ditetapkan 
oleh RSUD Dokter Mohamad Soewandhie dan RSUD Bhakti 
Dharma Husada terkait pemberian honorarium kepada 
ASND tenaga kesehatan yang bertugas sebagai tenaga 
pendidik pada RSUD yang bersangkutan sebelum 
berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan sah 
sepanjang anggarannya bersumber dari pendapatan RSUD 
tersebut yang diperoleh dari hasil kerjasama dengan pihak 
lain. 

 
 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Surabaya. 

 
 
Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 22 Agustus 2024 
 

WALIKOTA SURABAYA 
 

ttd 
 

ERI CAHYADI 
 

 
Diundangkan di ........ 
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Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 22 Agustus 2024 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M. 
Pembina Utama Madya 

NIP 19690809 199501 1 002 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 72 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Ditandatangani secara elektronik oleh : 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA 

Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. 
NIP. 197803072005011004 
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